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ABSTRAK
Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untukmehgetahw d’an-mepganalms proses koordinasi merujuk pada
teori koordinasi Henry F yol dalarp,peféfzsanaan program Kartu ‘Fanda Penduduk Elektronik di
Kecamatan Putussibau Ut ra khtisusnya dalam pelaksanaan keglatan ‘Pelayanan jemput bola yang
diperuntukkan bagi pendudtk yang lanjut usia karena adanya permasalahan*yajturtidak adanya
penjelasan tugas bagi*tim dalam pelaksanaan di lapangan, Kurangnya peran aktif pemimpin sebagai
koordinator, dan.KUrangnya kesadaran-masyarakat atas pentingnya administrasi ~k@:pendudukan
Penelitian in :rﬁenggunakan perspektif metode penelitian kualitatif dan menggunakan’ Jenis penelitian
deskriptif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik abservasi, wawancara, dan dokumentam
Ke5|mpu’fan dari penelitian ini adalah perlu adanya penjelasad tugas bagi tim yang bertugas di lapangan,
perar;'aktlf koordinator program, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar koordinasi dalam '\.
pelaksanaan program atau kebijakan ‘sehingga pelaksanaan keg|atan yang telah menjadi program atau
kebijakan dapat-selaras dan teratur serta‘efektif. ,
Kﬁta Kunci'kaordinasi, keterikatan, kesatuan, keselarasan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ?

|
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The&vrltlng of this script intended to find out,lan A al e the process of coordination refers to Henry
Fayol’s Coordination Theoty in the 1mplem ctronic Identity Card in the District of North
Putus@;bau specially about the special treatm nt rly people because of o duty explanatlon for
the team, the lack of active role of program"s"qp a'tm’and public awareness about the impottant of
populat n administration. This study used the perspective of qualitative research methods and
observatfgn interview and ocumentation technlquek? data collection.

The conclusion of this study are there needs to be the duty explanations for the team about special
treatment for the elder people in the electric identity card program, the coordinator active; roles during
program implementation, and peoples ‘awareness-<improvement about ponulatlon admlnlsfratlon so that
the program |mplementat|o can.be more organized and effective. y

Keywords : coordination, attachment, unity, aligned, Electronic¢ Identity Card
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks yang ada
dalam kehidupan dan dapat berlaku serta dapat
diterima secara universal dan dapat berkembang
sebagai cara melalui

pengelolaan  kehidupan

distribusi nilai yang ada dan berlaku dalam

kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan yang efektif daq,eﬁﬁéﬁ
dalam setiap instansi baik di pusat maﬁﬁun daerah

tergantung pada proses pemermtﬁﬁan yang terjadi di

e Berkaltan
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Daerah, terutama instansi pemerintah daerah yang
berhubungan langsung dengan masyarakat dalam
memberikan pelayanan seperti salah satunya instansi
kecamatan karena dalam pelaksanaan pelayanan
publik instansi terkait dapat diberikan penilaian oleh
masyarakat sebagai subjek yang harus diberikan

pelayanan yang prima atau yang terbaik.

dengan kebijakan di  bidang
Kepend‘uduka% dan Pencatatan Sipil, salah satu
kebijakan yang thlaksanakan ialah pelaksanaan

program Kartu Tanda Pei‘fduduk Elektronik atau e-

dalamnya dan perangkaf‘ pe erintahan yang KTP yang melibatkan berbagai pTI'}aI_<_, salah satunya

melaksanakan tugas’ pokok danfungsinya dalam
instansi tersebu-t‘yaltu pimpinan instansi dan seluruh
pegawai ’.dtau karyawan

sesuai dengan

kedudukaﬁnya tanpa terkecuali.

Dalarﬁ pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh
karyawan batau pegawai yang ada dalam suatu
instansi, sub,ah pasti diperlukan proses manajemen,

-ll

dalam organ|9a5| atau instansi dengan kata lain perlu

yang membawah{ karyawan yang ada dalam instansi
tersebut yang mgna pengaturan _tersebut harus
didasari oleh prins'?g—prinsip man jemen yang ada’
dan  diketahui

pencapaian tujuan organi‘sasi atau instansi yang telah

présgs pelaksanaannya.  demi

ditetapkan secara bersama. Adanyq_tuluan organisasi

yang ditetapkan menuntut setiap perangkat‘dalarrr—

suatu instansi sesuai dengan level atau tingkatannya
dalam pemerintahan melaksanakan tugas pokok dan
fungsi sesuai dengan kedudukannya dalam instansi
tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu
diharuskan pula ikut melaksanakan dan mendukung
pelaksanaan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh
pimpinan yang mengepalai suatu instansi dengan

sebaiknya dan hal ini berlaku pada setiap instansi

pemerintahan baik pusat maupun Pemerintahan
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ialah kecamatan dan

sudah mulal dllaksanakan

erupakaﬁ"*« salah satu
admlnlstra5| kependudukan "-yang dlperlukan dan
di_.Kabupaten K'apuas
Hulu sejak bulan Agustus 2012%alu untuk

-_mgwuwdkan reformasi dalam bidang admlnlstrﬂS|
I k endudukan dan tertib pemutakhiran 'data
J Ti pendudukan. Kebijakan dalam pelaksanaan Kartu

nd§ Penduduk Elektronik tersebut tidak blsa

"a'ianq ap mudah untuk dilaksanakan 'karena
adanya penga}pran oleh pimpina  instansi terkarfl : B

embutuhkan pemutakhiran data yang tepat dan
k?<oord|na5| yang baik dalam instansi keqamatan

selaku unsur  pelaksana kebijakan tersebut.

~ Penerapan KTP Elektronik diadakan berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahtn 2006 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk‘berbasis Nomor
Induk Kependudukan {—NH(fSecara Nasional dan
dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kepedudukan yang mana
tujuan diadakannya program KTP Elektronik itu
sendiri ialah agar setiap wajib KTP mendapatkan
KTP yang memiliki NIK sehingga dapat mencegah
adanya KTP ganda dan pemalsuan KTP. Hal itu
dikarenakan pada kenyataannya masih terdapat
penduduk yang memiliki KTP ganda sehingga dapat

menyebabkan kesulitan dalam pendataan penduduk,
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bahkan ada yang belum memiliki KTP sama sekali
sedangkan orang atau penduduk yang bersangkutan
merupakan wajib KTP yang mana dalam Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan
KTP berbasis NIK secara Nasional yaitu pada pasal
1 butir ke-4 disebutkan bahwa penduduk wajib KTP
ialah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17
tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
Tujuan lain dari pelaksanaan KTP Elektronik |tu¢,

juga ialah untuk menciptakan keakl,uatan data
penduduk untuk mendukung prqg:&m pembangunan
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organisasi salah satunya ialah masalah koordinasi

antar instansi atau pihak pelaksana. Koordinasi

dalam ruang lingkup organisasi dapat digolongkan
menjadi koordinasi internal dan koordinasi eksternal.
Koordinasi intern atau internal ialah koordinasi atau
penyatupaduan kegiatan dan usaha yang dilakukan
didalam satu organisasi atau perusahaan misalnya
koordinasi yang dilakukan antara beberapa pegawai

dari beberapa bagian atau seksi, antara pekerja dan

e

manajerapada tingkat yang berlainan selama masih

dalam ruang Ilnﬁkup satu organisasi yang sama atau

masih _ dalam satu 3ms komando. Sedangkan

sehingga program pembangunan tersebut, dapat koordinasi ‘ekstern atau eksterﬁal. |alah koordinasi

dilaksanakan seoptimal mungkin.

den/gaﬁ

Pelaksanaan prqgr'ém KTP. "Elektronik diharapkan
dapat terlaksaha dengan efektif sehingga tUJuan yang

yang termasuk dalam koordlna5| fUn.gS|onaI yang

dilakukansantar pejabat ang berada dldala[p

organisaféi yang berbeda atau antar organiseisil dan

dlharapkapl dapat tercapal dengan sepenu.hnya memiliki Ige'éatuan dan ket rikatan program atau

walaupun-“bada kenyataan pelaksanaannya di Kabuas A—me'miliki -ﬁrogram atau kebijakan yang sama d%lam

Hulu masﬂ} terdapat beberapa kendala dan masalah ’1 sétu bidang. . |
’

yang terjadi seperti kurangnya sarama dan pra sarana ' Program KTP Elektronik dalam pelaksanaahnya

seperti kon "si jalan menuju Kabupaten Kapuas J kn"en esualkan dan harus memenuhi Standar darl

Ja
Py

Hulu yangm terhitung  rusak  sehingga dagt hjsat. isehlngga harus diselesaikan mencapal’target

mempersulit d}strlbu5| fasilitas dan peralatan yang""- q'an-:k‘etentuan dari Pemerintah Pusat. Dikarenakan

[

akan dlgunakank dalam perekaman: data dan dapat hal ters}but penanganan dari program yang

memperikan resﬂ(g dikarenakan peralatan yang dijalankan harus sesuai.dengan tugas pode dan

digunakan sangat'*ksensitif dan, mudah'-rusék'

sedangkan untuk Eiqngadaan fasillitas tersebut
memerlukan biaya yang tidak sedikit , selain itu juga

kesadaran masyarakat akan pentulgnya KTP

Elektronik itu sendiri yang dibukti an dengan  masi

adanya masyarakat yang belum — memiliki KTP di
Kapuas Hulu.

Permasalahan lain yang ada ialah sedikitnya
sumber daya manusia yang dapat melaksanakan
program berkaitan dengan pengolahan data
kependudukan berkaitan dengan KTP Elektronik
serta penggunaan fasilitas yang berkaitan dengan

proses perekaman data, dan permasalahan dalam
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.. fungsi (tupoksi) yapg_g_iperikan kepadé masing-

mafsing pihak.yaitu kepada Dinas K@bendudukan dan
Pencatatan Sipil dan Pihak Kecamatan. Berdasarkan
tupoksi masing- masmg_ tebh“d‘ tentukan bahwa
pihak R&'amatan menjalanka _program pengambilan
data untuk membuat KTP Elektronik untuk
masyarakat yang merupakan penduduk asli dalam
wilayah yang bersangkutan, sedangkan pihak Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan
perekaman data yang diperuntukkan bagi
masyarakat asing atau pendatang yang ada di suatu
wilayah kecamatan. Dalam pelaksanaan program

tersebut terdapat permasalahan yaitu kurang
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efektifnya koordinasi yang dilakukan antara
kecamatan  Putussibau Utara dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai

koordinator pelaksanaan program dalam melakukan
pelaksanaan perekaman data bagi penduduk yang
berusia lanjut atau lansia.

Pelaksanaan perekaman data bagi penduduk
tersebut memiliki semacam treatment khusus karena
dilaksanakan ~ dengan  mendatangi  kediaman
untuk kemudwr
dilaksanakan proses perekaman data un}uk membuat
KTP elektronik dikarenakan penguduk tersebut

kesulitan untuk melaksanakﬁn per :kaman di kantor

penduduk yang bersangkutan

camat. Dalam pelaks },anaan perek man data untuk
terseU'ut
koordinasi antara pihak kecamatanidengan Dlnas ‘,
Kependudukan. Akan

terkesan ﬂidak menangani secara benar dan tidak,

penduduk sebenarnya berada dalam

tetapl pihak kecamatan
memberik&n konfirmasi pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sehingga dalam pelaksanaannya
menjadi terhambat dan dari Dinas Kependudukan J

H
pihak kecamaﬂin Dari keadaan yang terjadi berartl"l“-

Sipil yang akhlrnya melakukan pelayanan, bukan

pihak kecamatan\telah menyalahi tupoksi yang
diberikan. AdanyaLpermasaIahan tersebut dapat
menimbulkan dam[:;"'q_f dalam pr ses_pelaksanaah
program Kartu Tanda Renduduk Elektrpnik sehingga
dapat memperlambat W.';lktu pelaksanaan sehingga
tidak mencapai tujuan yang‘dthargpkan atau

Oleh adanya™

penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang

ditetapkan. karena itu perlu
terjadi seperti di atas agar dapat terwujud efektivitas
pelaksanaan program yang menjadi program kerja
dari pemerintah terutama dalam hal ini program
yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan
pencatatan sipil sehingga terjalin koordinasi yang
baik dalam pelaksanaan program dan tujuan yang

diharapkan dapat tercapai.
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2.  Rumusan Permasalahan

Berdasarkan masalah yang ada, yang menjadi
rumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah
eksternal dalam

“Bagaimana Koordinasi

Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk
Elektronik  di Utara

Kabupaten Kapuas Hulu khusus bagi penduduk yang

Kecamatan  Putussibau

lanjut usia?”.
3.

o
_ L ¥

- *sAdapun yang menja i tujuan yang hendak

Tujuan Penelitian

dicapai oleh B‘é’l’mligdalam penelitian ini ialah :
.,
‘.\’.
1. Untuk mengungkapkah-dgLn mendeskripsikan

bagaimana' keterikatan Régi_a_tan berkaitan
dengan koordinasi pelaksanaan F;Fbgram KTP
Elektromk yang diperutukkan bagi penduduk
yang dikategorikan lanj . tusia,

2
3

Untuk mendeskripsikan apa Saja upaya yang
dllakukan

tindakan

untuk  mewujudkan kesa]uan

dalam  koordinasi pelaksaﬁnaan

program KTP Elektronik bagi pendudukﬂ’yang

9 4
.’!‘an jut usia. J

h rllntuk mengungkapkan bagaimana keseiarasan

{ kegiatan dalam pelak anaan program KTP

\ j
Elektronik bagi penduduk yang diISategorikan
lanjut.usia f

4. “Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian jpigdaiah sebagai berikut:
a..Manfaat Teoritis
1. Penelitian ini bermanfaat sebagai media
untuk pengembangan kemampuan berpikir

dan menulis melalui karya ilmiah terutama

dalam kepemerintahan dan ilmu
kepamongan.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan

agar dapat menjadi referensi untuk penelitian
selanjutnya.
b. Manfaat Praktis
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a. Dapat mengaplikasikan  teori  yang

didapatkan dengan keadaan sebenarnya di
lapangan atau lokasi penelitian sehingga
dapat menilai dan mengungkapkan fakta
yang sebenarnya yang ada di lapangan.
b. Sebagai salah satu evaluasi kebijakan yang
dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang
dalam

menjadi  program  kerja

Program KTP  Elektronik

-

yakni
pelaksanaan
sehingga dapat dijadikan sebagai baham"
penilaian untuk melaksanakan“progr';r; lain

o
4 ~

yang ada. p :
Sebagai sumbangsiﬁ pemikiran, dalam
pemecahan /_méé‘;lah yan :“.ada berkaitan
dengan'peTaksanaan progr ‘m agar progr.f_alm
berilgtlfﬁya dapat, terlaksana dengé.n
sebgiknyadanseoptimalm ngkin. | : L
B. KER%\NGKATEORIDAN 'ETODOL(jGI
1. Kera"r‘lgkaTeori

Meni‘rut Henry Fayol (dalam Sutarto, J

1993:143) kmengkoordinasi  berarti mengikét‘v‘-]
o "

kegiatan dan ugakha.Teori tersebut menekankan pada
tiga aspek ya‘iiLu keterikatan, kesatuan, dan
keselarasan dalam ’stlatu usaha ataw kegiatan qalam.
organisasi. ! 3 .

1. Keterikatan, yait;u—.;proses engikat kegiatan
yang dan upaya yan‘g'j' dihubungkan sehingga
dalam

tercipta  hubungan

program dari beberapa instansi dalam hal ini
yang
kependudukan yang mana keterikatan yang

berhubungan  dengan  pendataa
ada dapat menyatukan upaya yang menjadi
perwujudan dari pelaksanaan program yang
telah  direncanakan. Berkaitan dengan
pelaksanaan program KTP Elektronik itu

sendiri, yang menimbulkan keterikatan ialah
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pelaksanaan

|

|
\
{

o

| ' {
bersama, menyatukan, dan menyelaraskan semua = l.l :
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adanya  program  administrasi  data
kependudukan sehingga terdapat upaya yang
sama dari beberapa instansi yang terlibat.
Kesatuan, yaitu kesamaan tujuan dalam
pelaksanaan program yang berkaitan dengan
orang banyak atau publik, yang harus dapat
disesuaikan dengan visi dan misi dari
organisasi atau instansi pelaksana program.

Kesatuan tujuan dalam organisasi seperti

-
-

= “sdalam hal ini pelaksanaan program KTP

Elek;?f)“n?kmerupakan hal penting karena
merupakan Hk‘tmqi_ pokok  keberhasilan
' pelaksanaan prograr; ‘s‘ehj_ngga dapat dicapai
tujuan  yang efektif! défé'm..pelaksanaan
program yang dijalan-an. " N
keselarasan, yaitu hubungan yang bé"rk_' dan
“selards dalam hal ini="program );ang
‘ d!l'éksanakan yaitu KTP Elektronik yan
2 melibatkan instansi terkait .dan juga dalam
'" hubungan antara pegawai dengan yang" lain
e dalam pelaksanaan program mifalnya

i dengan masyarakat. Hubungan yang baik

= | |

#" dan selaras sangat penting untuk 4

i mewujudkan kesatuan dari program yang

dilaksanakan oleh ojganisasi a'téu instansi
sehingga program yang dijalénkan dapat
terlaksana dengan aik dan efektif dan

tujuan yang ditetapkan dg‘bat dicapai secara
4

-

=

WIgtode Penelitian
Penelitian ini menggunakan perspektif metode

bersama.
2.
penelitian  kualitatif dengan jenis  penelitian
deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan langkah-
langkah penelitian yaitu penyusunan proposal atau
usulan penelitian, pengumpulan data, pengolahan
data dan penyusunan skripsi. Lokasi penelitian yaitu
di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas
Hulu teknik data

dengan pengumpulan
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teknik
(interview) dan teknin dokumentasi. Teknik Analisis

menggunakan observasi,  wawancara
data yang digunakan adalah peringkasan data atau

reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk
koordinasi dalam pelaksanaan progam Kartu Tanda
Penduduk di Ularaf

Kabupaten Kapuas Hulu, peneliti m,emj‘uk pada

mendeskripsikan bagaimana

Putussibau

Kecamatan

aspek teori dalam teori koordmas'Henry Fayol
(dalam Sutarto, 1993: 143),:ya|tu keterikatan dalam

pelaksanaan progrgm, kesatuan “tindakan,  dan
keselarasan keg;atérl
1. Keterlkataﬁ Pelaksanaan Program

Ketéfikatan keglatan d - lam hlail_. ini

dimaksud'lkan sebagai=proses mengikat kegiatan"dan

upaya yang dihubungkan sehingga tercipta
L}

huburﬁ‘an dalam pelaksanaan program yang telaﬁi

direncanakan sehingga kegiatan ya g terikat men

terkait dan tenhubung satu sama lai .

Dalam pelaksanaan program KTP EIektréﬁYk k

itu sendiri khus‘&z\snya penangana - bagi penduduk
yang dikategorikah’ lanjut usia, pihak Kantor Camat
Putussibau Utara 'ﬁgelakukan koprdinasi c_iengain :
pihak Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil

sebagai koordinator prpgram dan diwujudkan
dengan penanganan khus&«herypa pelaksanaan
jemput bola dalam perekaman data kependudukﬁn*
bagi penduduk yang lanjut usia dikarenakan mereka
tidak bisa melakukan perekaman di kantor camat.
Berkaitan dengan penanganan di lapangan, tidak ada
penjelasan tugas secara khusus yang mengikat tim di
lapangan sehingga tim yang menangani di lapangan
hanya berpatokan pada program secara umum. Hal
ini sangat memprihatinkan karena situasi yang

diharapkan ialah adanya penjelasan secara khusus
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dan rinci sehingga pelaksanaan penanganan di
lapangan dapat dilakukan dengan optimal dan dapat
menangani masalah-masalah yang mungkin terjadi
di lapangan.
Adanya semacam  keterikatan  kegiatan
menunjukkan bahwa terdapat suatu keadaan saling
bergantung baik dalam proses pelaksanaan kegiatan
maupun tugas pokok dan fungsi yang dimiliki
~masing-masing pihak pelaksana dan dengan adanya
= Ee'adaan sallng bergantung t.rsebut tercipta sebuah
keterkaitan dan ‘hubungan diantara kegiatan-kegiatan
dan untuk memeliha;{'hubyngan tersebut agar tetap
teratur satu dengan yang Ia’ib"ﬁya__‘diperlukan proses
koordinasi melalui-~penggunaan ‘Eir’osg_dur—prosedur
serta keadaan yang disatukan dan P"di.gkesuaikan
bersama’ dengan tujuan pelaksanaan yang téla!j

ditetapkan pe‘rsama sehingga dapat meningkatkah

A—kee'fektifar'{ pelaksanaan oleh erganisasi pelaksan?,

2 Kesatuan Tindakan dalam Pelaksanaan Program
Kesatuan tindakan le ih mengarah kebada

i

bagaimana pimpinan harus mengatur tlndakan—
ynd;aan daripada setiap kegiatan individu sehlngga
&i’peroleh keserasian dalam mencapai hasll yang
Lannglnkan bersama. Peranan plmplnan sebagal
koordinator kegiatan.. yang dilaksanakan sangat
.. berpengaruh pada Qelgl_(_sqnaan kegiatgri"di lapangan
dalam hal ini kegiatan pelaksanaan prt)gram KTP
Elektronik, khususnya dal m penéinganan bagi
penduduk yang dlkateg_o.rlkaﬁ’lanjut usia yaitu dalam
tahapa?f'ﬁ'erekaman data kependudukan. Pelaksanaan
jemput lapangan sebagai perwujudan penanganan
khusus bagi penduduk yang lanjut usia tentunya
memerlukan penjadwalan khusus dikarenakan bukan
hanya penduduk yang lanjut usia yang melakukan
perekaman tetapi diperuntukkan bagi seluruh
penduduk yang merupakan wajib KTP.

Peranan pimpinan sebagai koordinator

kegiatan yang dilaksanakan sangat berpengaruh pada
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pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam hal ini
kegiatan pelaksanaan program KTP Elektronik,
khususnya dalam penanganan bagi penduduk yang
dikategorikan lanjut usia yaitu dalam tahapan
perekaman data kependudukan. Pelaksanaan jemput
lapangan sebagai perwujudan penanganan khusus
bagi penduduk vyang lanjut usia tentunya
memerlukan penjadwalan khusus dikarenakan bukan
hanya penduduk yang lanjut usia yang melakukan
perekaman tetapi diperuntukka = bagi S(,al_l..u'-tﬂfa
penduduk yang merupakan wajib KTP. ="
Berkaitan dengan progralr_r,l_;~K"’I"I‘D Elektronik,
treatment khusus yang di_pm*lén kepada penduduk
yang dikategorikan Ianj(f[ usia da “spenduduk yang
berada di desa Jyan/g;]r termasuk dagerah pelosok, di
Kecamatan F:pt'[]ssibau Utara. Treatment khusus .
tersebut que{kukan den_gah mendatangi kediaim_an '
penduduléq yang bersangkutan yntuk kemﬁ'dian
melakukart perekaman data ke -endudukan dan
dalam pela{‘ksaaannya, pihak Kecamatan melakukan
koordinasi &!engan pihak dari Dinas Kependudukap'i J

dan Pencatafan Sipil. Berdasarkan pengamatan dl‘ql

lapangan berk"zg‘itan dengan kesatuan tindakan, tidak"ik.l, i

ada penjadwalan khusus yang mengatur waktu
perekaman bagi penduduk yang lanjut usia sehingga
tetap dilaksanakan"'{)‘ersamaan dengan penduduk ™ -
yang tidak lanjut us?&':atau pendu -uk yéng I'ainnya
yang merupakan wajit;-.!fTP. S I_ain' itu, jadwal
pertemuan  antar instz;ﬁsi\ Jggliafsana dalam
pelaksanaan program juga tidak ada dan “pertemuarns
tersebut jarang dilakukan. Hal ini sangat
memprihatinkan karena pada dasarnya yang
berperan dalam penentuan jadwal pelaksanaan dan
penanganan ialah koordinator program itu sendiri
dan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada peran
aktif pemimpin dalam pelaksanaan program.
sedangkan hal yang diharapkan dari seorang
koordinator ialah adanya peran yang aktif dalam
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memantau pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan

program yang menjadi suatu kebijakan sehingga

program yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan

efektif.

3. Keselarasan  Kegiatan dalam Pelaksanaan
Program

Keselarasan kegiatan vyaitu selaras dan
teraturnya kegiatan-kegiatan yang ada dalam

_koordinasi pelaksanaan baik dalam program maupun
——

Ir

dalam "pelalfsanaan kegiatan penanganan  di
lapangan. “"’“*.x

Dalam pengarﬁgfan,,myang dilaksanakan di
Iapangén, keselarasan kedi'értan. terdapat dalam
kegiatan-kegiatan "yang-dilakukan ~E)"ezlf-lgglitaln dengan
koordinasi” pelaksanaan ter asuk dalam“kég.i_atan
perekam‘én data bagi penduduk yang dikategdr’llgan
sebagai per_ld'uduk yang Ianjuf usia dikarenakaﬁ

r—

- apébila tgfdapat kesalahan dalamsperekaman qgta,
" 'maka akan menghambat pelaksanaan. Dengan
; aianya permasalahan yan. ada dalam pl{bses
k'p’fzreig‘g{nan data penduduk, maka proses lain sgtelah

u%prekéman tidak akan bisa dilanjutkan. Keselarasan
B !

';,dalafﬁ pelaksanaan program itu sendiri dapat
kﬁiperha‘tikan dalam kegi tan setelah proses

pelaksanaan perekaman yang telah dinI(éanakan.

- Perlunya_késa_ldararl masyarakat juga,-r'nerupakan

salah satu faktor penunjang dalam ferlaksananya
keéelarasan kegiatan khususnyavba’gi penduduk yang
lanjut usia itu ségr]ditl.da”“'-rdari pihak instansi
pelaks?r?g Ebgram juga harus selalu dapat
memonitor perkembangan  pelaksanaan program
sehingga dapat terlaksana dengan efektif.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, hal yang
menjadi masalah dalam keselarasan kegiatan itu
sendiri ialah kurangnya kesadaran dari penduduk
akan pentingnya administrasi kependudukan dan itu
dibuktikan dengan masih adanya penduduk yang
nelum mengaktifkan KTP Elektronik sehingga
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proses entry data tidak bisa secepatnya diselesaikan.
Hal ini sangat memprihatinkan karena penduduk
masih memiliki anggapan bahwa administrasi
kependudukan itu sendiri tidak penting dan berarti
mereka termasuk tidak mendukung program
pemerintah dalam bidang kependudukan dan
pencatatan sipil itu sendiri.

Dengan adanya koordinasi yang dilaksanakan

dalam pelaksanaan program, maka akan tercipta
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Penduduk Elektronik Tingkat kabupaten dan
Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari hasil
wawancara berkaitan dengan aspek yang berkaitan
dengan koordinasi merujuk pada teori Fayol banyak
terdapat ketidak sesuaian terutama dalam aspek
kesatuan tindakan yaitu tidak adanya pelaporan dari
pihak kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil berkaitan dengan pelaksanaan

penanganan penduduk yang menerima penanganan

= ey

proses dalam memelihara dan mengembang_kan *khusus yal‘tu dengan pelayanan jemput lapangan atau

hubungan antara satu kegiatan dengan ngla‘tan yang
lainnya sehingga terjamin kesgla‘rﬁsan yang baik
diantara kegiatan dari un'!t.-tfnlt pelaksana ‘sehingga
dapat menghindari /_,ke'félaian, pembagian tupoksi
yang salah, dan duplikasi pékerjaan. Hal lain 'yang
diperlukan |ajah adanya usaha dari pemlmpln untuk
mempenga‘ruhl perllaku serta melaksanakan
pengawasﬁn sehingga~semua hal berkaitan derrgan
pelaksanac’xip program menjadi selaras dan sesuai.

Koordinasi dalam program atau kebijakan yang

telah direncanakan sangat berpengaruh padgi,,l ky*ngxlanjut usia. f
pelaksanaan -darl program tersebut dan hasﬂnya.

Koordinasi ltLi‘. sendiri ialah hasil akhir dari
komunikasi. Jadii tanpa komuni asi yang diatur

secara baik, makéthidak mungkin koordinasi dalam

organisasi dapat béﬂlalan dengan haik. Pelaksanaain ;

koordinasi dalam organlsa5| juga ditentukan oleh
kemampuan berkomunlkasl dan apabila prose
komunikasi dapat dllaksanakan d ,ngan baik maka

pertukaran dan perolehan informasi Juga - aKan-

mengalir secara baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat
dokumen resmi yang berisi tentang pembagian tugas
dan kelompok kerja berkaitan dengan penerapan
KTP Elektronik di tingkat kabupaten dan juga
tingkat kecamatan yaitu Keputusan Bupati Kapuas
Hulu Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda
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‘ J
‘;‘?, :féeterbatasan Studi f
5

jemput bola ya‘ng berlaku untuk penduduk yang
dikategorikan lanjut uéi%tndan penduduk yang berada
di Wllayah pelosok dan Jauh aeru kota kabupaten

dan ibu kota kecamatan,, dan tldak-..adanya peran
koordinator program berkaitan denganTBemiadwalan
dan per}jélasan khusus dalam tupoksi unit pelak§ana

untuk melaksanakan penanganan khusus yaitu

——deﬁigén mélaksanakan pelayanan jemput bola da’,am

’1 perekaman serta pembuatan KTP Elektronik hagi
' penwduduk yang dikategorikan sebagal penduddk

IJ \'

Hasil dari penelitian ini belum ‘sempurna,

karena.dalam pelaksanaanny penelltlan ini masih

dlhadapkan pada berbagai keterbatasan Yang

4 pertama adalah: Keterbatasan waktu penelltlan yang

diberikan. Waktu penelltlg\:,anya diberikan kurang
lebih..dua--minggu “atau 14 hari sehingga penulis
merasa masih kekurangan  data dan informasi

sedangkan masih banyak hal yang menarik untuk
diteliti. Kurangnya keterbukaan informan juga
merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh
peneliti dalam pelaksanaan penelitian di lapangan
sehingga penulis merasa kesulitan dalam menggali
informasi berkaitan dengan permasalahan yang

diangkat dalam penelitian. Adanya kesibukan dari

subjek penelitian juga menyebabkan penentuan
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waktu untuk melakukan proses wawancara berkaitan
dengan penelitian yang dilakukan. Kurangnya data
penting dan data pendukung yang diperlukan penulis
yang berkaitan dengan gambaran umum dan profil
wilayah penelitian dikarenakan adanya masalah
dalam pengarsipan data sehingga penulis kesulitan
dalam mencari data yang diperlukan juga merupakan
hambatan lain yang ditemui oleh peneliti. Seperti
ada pepatah yang mengatakan “tak ada gading yang

tak retak,” besar harapan dari penulis agar ,_..7"‘
s

kekurangan, kelemahan dan keter .atasar];y%g ada
dalam proses penelitian ini dapa;,dfsempurnakan

oleh penelitian berikutnyas -

I"

3. Apresiasi 1
Terlma, Jka5|h peneliti  ueapkan sebesafl

besarnya ke'pada Pemerintah Kabupaten Kapuas

Hulu seoﬁtra lebih khusus untuk Kepala Dlnas

Kependudukan dan “Pencatatan Sipil Kabupaten

Kapuas ?;Iulu Kepala Bidang Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten j
Kapuas Hult'i, Camat Putussibau Utara, SekretarlsI

Camat Putussubau Utara dan Operator komputeh\t. l

Kantor Dinas Igependudukan dan Pencatatan Sipil

5
Kabupaten Kapuqs Hulu serta Operator komputer

Kantor Camat Putu§5|bau Utara yang telah banyak.

memberikan bantuan dan informasi, saran dan hal

yang
dilakukan oleh peneliti seHiﬂgga Jﬁpat memperoleh

lain yang membantu %, proses penelltlan

informasi penting yang mendukung igr?élﬁaikann%

laporan penelitian ini.
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